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RINGKASAN

Tesisini berjudul Perlindungan Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja
Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ditinjau dari Hak Konstitusional
Pekerja/Buruh. Adapun isu hukum yang diangkat dalam tesis ini adalah ada dua
hal yaitu: pertama, menyangkut perlindungan hukum pekerja/buruh yang diputus
hubungan kerjanya karena kehendak pengusaha berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 telah sesuai dengan hak konstitusional sebagai
pekerjalburuh. Kedua, tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
pekerjalburuh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Untuk mengkaji isu hukum yang dibahas dipergunakan tipe penelitian
Y uridis Normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji
dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan berdasarkan asas-asas
hukum, teori hukum, pendapat hukum, dan norma yang ada. Pendekatan dalam
pengkgjian adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach)
merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang
dan semuaregulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan dijawab. Hal
ini dilakukan untuk menggali konsistensi dan kesesuaian diantara kesesuaian
diantara peraturan perundang-undangan, termasuk antara undang-undang dengan
Undang-Undang Dasar, terhadap regulasi dan undang-undang.

Hasil kgjian dan analisis menunjukkan Pemutusan hubungan kerja adalah
pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan
berakhirnya hak-hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. PHK
salah satu peristiwa yang tidak dikehendaki oleh pekerja/lburuh, terutama PHK
yang dilakukan oleh majikan/pengusaha yaitu PHK atas inisiatif pihak pengusaha
dengan alasan, persyaratan dan prosedur tertentu. Sekalipun PHK yang dilakukan
atas inisiatif pengusaha telah sesuai dengan alasan, persyaratan dan prosedur
sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang akan tetapi tampaknya
hal itu bertentangan dengan hak konstitusional warga di bidang ketenagakerjaan
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat 2D UUD 1945.

Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak pekerja/buruh yang
mengalami PHK adalah upaya administratif penyelesaiannya dapat dilakukan
melalui  upaya bipartit yang dilakukan antara pekerja dan pengusaha sebagai
pihak yang terikat dalam hubungan kerja. Upaya penyelesaian perselisihan yang
terbaik adalah diselesaikan oleh para pihak yang berselisih secara musyawarah
dan mufakat tanpa campur tangan pihak lain sehingga dapat dihasilkan
kesepakatan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yaitu menekan
biaya, tenaga dan waktu. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak
pekerja/lburuh yang mengalami PHK adalah upaya administratif penyelesaiannya
dapat dilakukan melalui upaya bipartid yang dilakukan antara pekerja dan
pengusaha sebagai pihak yang terikat dalam hubungan kerja. Apabila perundingan
itu mencapai kesepakatan maka hasil persetujuan itu mempunya  kekuatan
hukum.

" nitro™"

cad the free trial



Penyelesaian secara bipartit ditempuh melalui negosiasi dengan maksud
menyelesaikan sengketa/konflik tanpa melibatkan pihak lain dengan tujuan
mencari kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang harmonis lewat
komunikasi dua arah. Upaya hukum secara mediasi dapat dilakukan untuk
menyelesaikan konflik dengan bantuan pihak ketiga yang dapat diterima oleh
para pihak , tidak berpihak dan netral dalam membantu secara sukarela para pihak
yang berselisih untuk mencapai kesepakatan. Upaya lain yang dapat dilakukan
dalam menyelesaikan perselisihan PHK ini adalah melalui konsiliasi. Upaya ini
dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan sebagai penengah
dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang
berselisih dalam PHK secara damai.
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SUMMARY

There are two important issues discussed in this thesis, Firstly dealing
with legal protection for employees/labors undergoing the working relation
dismiss (PHK) caused by the desire of the employer based upon the Law no.
13/2003. It has been in accordance with the constitutional right as an
employee/labor. Secondly, concerning with the legal effort to be carried out by the
employee/labor undergoing PHK.

In order to study the discussed legal case, research type of Normative Law
was used. This research model applied to study and analyze the legal substances
based upon the legal principle, law theory and the existing norms. The approach
of this research is statute approach which is used to review all legal and the
regulations related to the legal issue to be answered. This was done to further find
the consistency and agreement among the legal regulations, including between the
legal regulation and Constitution toward the legal regulation and laws.

The result of the study and analysis showed that PHK is the dismiss of the
working relation due to be certain thing resulting the dismiss of the right and
obligation between the employee/labor and employer. PHK is one of the events
which is not expected by the employee/labor, especially PHK done by the
employer, PHK by the initiation of the employer himself, due to be certain
procedure and conditions. Although PHK is done by the employer, based upon the
rational reason, condition and procedure referred by the Law, however it seems to
be oppose against the human constitutional right in terms of manpower as being
set in Articles 27, paragraph (2) and Article 28 paragraph 2D UUD 45.

Legal effort usually done by the employee/labor undergoing PHK is the
administrative way through bipartisan  conducted between the employer and
employee as the bound parties. The best way must be done by the dispute parties
under the democratic ways without being intervened by outsiders, to obtain the
mutual benefit and prevent from losing cost, energy and time consuming. If the
discussion runs well and produces the mutual agreement, it will have legal status.
The bipartisan solution through negotiation in order to overcome the dispute
without involving the other parties to obtain the agreement is based upon the
harmonious two ways communications. Legal effort through mediation can be
done to settle the dispute under the assistance of the third party accepted by the
parties. The third party must be neutral in settling down the dispute. Another
effort that can be done is through a person or some persons or a board as the
mediator to discuss and facilitate both disputed partiesin PHK peacefully
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KATA PENGANTAR

Tesisini berjudul Perlindungan Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja
Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ditinjau dari Hak Konstitusional
Pekerja/Buruh. Pembuatan tesis ini sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah
seorang mahasiswa Pascasarjana dalam mengikuti Program Magister 1lmu Hukum
Universitas Jember.

Saya mengangkat tesis yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan oleh
karena saya juga mengelola perusahaan yang memperjakan sejumlah pekerja yang
tidak menutup kemungkinan akan mengalami permasalahan yang seperti
diungkap dalam tesisini.

Saya menaruh harapan, melalui sgjian tesis ini para pihak yang
berhubungan dengan ketenagakerjaan dapat memahami dan mencermati isu
hukum yang sudah dibahas dalam tesis ini, terutama sekali dalam hal terjadi

pemutusan hubungan kerja agar memperhatikan aspek secara luas.

Jember, 27 Februari 2012
Penulis

| GedeWija Kusuma, SH.,MBA
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